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Analisis Perlindungan Konsumen Dalam Membeli Produk Luar Negeri
Analysis of Consumer Protection in Buying Foreign Products

|. Pendahuluan

Saati ini, terjadi peningkatan yang signifikan dalam jual beli produk luar negeri di Indonesia.
Berdasarkan survei, pendapat menunjukkan bahwa konsumen Indonesia memiliki tingkat optimisme
dan kepercayaan yang tinggi terhadap perekonomian mereka. Namun, masih terdapat kekhawatiran
mengenai kecenderungan konsumen untuk memilih produk impor daripada produk dalam negeri.[1]
Persepsi bahwa produk lokal memiliki kualitas rendah dan kurangnya dukungan terhadap produk lokal
dapat menjadi faktor penyebabnya. Pemerintah telah berusaha mendorong konsumen untuk
mendukung produk dalam negeri serta meningkatkan ekonomi lokal melalui berbagai kebijakan.[2]

Sebaliknya, sektor e-commerce Indonesia mengalami pertumbuhan pesat berkat berbagai
platform yang menyediakan berbagai macam barang baik dari penjual domestik maupun internasional.
Meski tidak ada informasi spesifik mengenai peningkatan impor yang dilakukan konsumen Indonesia
dalam lima tahun terakhir, namun terlihat jelas bahwa mereka kesulitan menggunakan produk tersebut
dan bersedia membayar lebih untuk produk tersebut.[3] Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan
pelaku usaha lokal untuk terus mempromosikan dan meningkatkan kualitas produk yang diproduksi
di dalam negeri agar konsumen Indonesia lebih banyak membeli barang produksi lokal dan
mendukung perekonomian lokal. Dengan demikian, ekonomi Indonesia dapat tumbuh lebih sukses
dan stabil di tahun-tahun mendatang.[4]

Menurut Kominfo, Indonesia merupakan negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi
tertinggi di antara total enam negara tersier, dengan tingkat pertumbuhan 78 persen dan saat ini sedang
dalam pembangunan tahap pertama. Selain itu, Laporan Tren Pembayaran E-commerce 2020:
Indonesia oleh JP Morgan menunjukkan bahwa impor barang berkurang secara signifikan pada 2019.
Sekitar 7 persen konsumen menggunakan platform e-commerce untuk membeli barang-barang
industri.[5] Selain itu, penjualan lintas batas juga memberikan kontribusi sekitar 20 persen. Menurut
NielsenlQ, jumlah konsumen Indonesia yang melakukan pembelian online melalui e-commerce akan
mencapai 32 juta orang pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya akan
berjumlah 17 juta orang, jumlah tersebut meningkat drastis hampir 88 orang. persen.[6]

Di Indonesia, aturan hukum memperbolehkan konsumen untuk membeli produk dari luar
negeri, namun hal ini tunduk pada peraturan impor dan ekspor yang berlaku. Konsumen disarankan
untuk memeriksa peraturan dan persyaratan yang berlaku sebelum melakukan pembelian produk dari
luar negeri.[7] Beberapa produk tertentu dapat dibatasi atau dilarang masuk ke Indonesia karena
alasan kesehatan, keselamatan, atau keamanan nasional. Selain itu, konsumen juga dapat dikenakan
pajak impor dan bea masuk ketika membeli produk dari luar negeri. Dalam rangka melindungi hak-
hak konsumen, Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa konsumen
memiliki hak untuk memperoleh informasi yang akurat dan lengkap mengenai produk yang mereka
beli, termasuk informasi mengenai asal produk dan pajak atau bea yang dikenakan.[8]



Rumusan masalah ini berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada importir
barang sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena kemajuan
teknologi, pembelian produk secara online melalui perusahaan e-commerce internasional sedang
meningkat di Indonesia. Namun konsumen seringkali mengalami kendala seperti menerima barang
yang rusak atau barang yang tidak sesuai dengan harapannya, yang dapat mengakibatkan kesulitan
keuangan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi perspektif
perusahaan e-commerce asing dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dan memberikan nasihat
hukum kepada konsumen yang benar-benar membutuhkannya. Dari pejabaran tersebut, timbullah
sebuah pertanyaan yaitu bagaimana bentuk perlindungan konsumen dalam membeli produk luar
negeri?

17 juta orang pada 2020 [ 32 juta orang pada 2021

Gambar 1. SDGs Percepatan Ekonomi

I1. Metode

Dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Dalam
penelitian ini, data terkait hukum primer berupa UUD 1945 dan undang-undang lainnya yang
berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu juga data terkait hukum sekunder yaitu artikel, buku, jurnal,
dan buku-buku lainnya. Untuk mendapatkan hasil yang relevan dan memperhatikan masalah yang
diangkat selama penelitian ini, dilakukan analisis kualitatif terhadap data tersebut di atas.
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